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Abstract. The research is motivated by the implementation of new financial accounting standards, namely PSAK 71, the 

adoption of IFRS 9 revised 2017 which has only begun to be effectively implemented in Indonesia starting in early 

2020. This research aims to analyze the comparison of the Allowance for Impairment Losses and earnings quality 

between before and after the implementation of PSAK 71 in banks registered with the Financial Services Authority. 

By using quantitative methods. Data was collected using a purposive sampling method. The population in this research 

are banks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017 and 2022, totaling 76 insurance companies. The sample 

used in this research was 20 insurance companies that met the criteria. Data analysis in this research was carried 

out using a non-parametric statistical analysis approach by applying the Wilcoxon Signed Rank Test. Based on the 

results of the Wilcoxon test, it shows that CKPN and Profit show that there is a significant average difference before 

and after the implementation of PSAK 71.  
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Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan standar akuntansi keuangan baru yaitu PSAK 71, adopsi IFRS 9 

revisi 2017 yang baru mulai efektif diterapkan di Indonesia mulai awal tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis perbandingan CKPN dan kualitas laba antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada bank 

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017 dan 2022 yang berjumlah 76 perusahaan asuransi. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini sebanyak 20 perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan analisis statistik non parametrik dengan menerapkan Wilcoxon Signed Rank Test. 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa CKPN dan Laba menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata 

yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.  
Kata Kunci- CKPN; Kualitas Laba; PSAK 71 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini, dunia bisnis terus mengalami perkembangan dan persaingan yang ketat untuk menyediakan layanan 

konsumen, termasuk asuransi. Layanan yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya asuransi sangat 

menguntungkan keduanya secara individu dan organisasi[1].Asuransi berperan sebagai jaminan, yaitu perjanjian 

berdasarkan pembayaran premi yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung. Asuransi berusaha untuk 

mengganti tertanggung atas kerugian yang diakibatkan oleh apa yang dianggap pemegang polis sebagai bahaya atau 

kehilangan keuntungan yang diantisipasi dari peristiwa yang tidak diketahui[2]. Perusahaan yang berfokus pada 

industri asuransi merupakan salah satu entitas keuangan non-bank yang aktif dalam sektor jasa. Keberadaannya 

memiliki potensi signifikan sebagai pilar ekonomi bagi Indonesia, karena perkembangan dan kemajuan perusahaan 
asuransi dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi serta kondisi di berbagai sektor, termasuk jasa dan 

perdagangan namun perusahaan asuransi memiliki risiko tinggi kerugian karena bisnis mereka terkait dengan 

pengelolaan risiko orang lain. Mereka memberikan jaminan untuk melindungi aset dan kehidupan orang, yang 

berpotensi menimbulkan klaim besar. Namun, sebagai bisnis yang beroperasi dalam lingkungan yang tidak pasti, 

perusahaan asuransi memerlukan cadangan kerugian sebagai tindakan pencegahan[3]. 
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 Di Indonesia saat ini memiliki 383 perusahaan asuransi yang sudah memiliki izin usaha di Indonesia[4]. Dari jumlah 

tersebut, 14 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 2017, terdiri dari 13 asuransi konvensional dan 1 asuransi 

syariah[5]. Semakin meningkatnya aset finansial dan perkembangan perusahaan asuransi menunjukkan tingkat kompetisi yang 

semakin tinggi, mendorong perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan efisien. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 

kecenderungan positif pada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia[6].   

Industri asuransi memegang peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi[5].Secara teoritis, memberikan 

manfaat bagi individu dan entitas untuk melindungi kepemilikan aset dan hak-hak ekonomi lainya [6].Di Indonesia, Pada 

kuartal III 2022, premi asuransi umum mengalami pertumbuhan sebesar 19,9% menjadi Rp67 triliun dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, premi reasuransi umum tumbuh 11,7% menjadi Rp18,5 triliun, dan jumlah 

premi industri asuransi juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,4% menjadi Rp395,9 triliun[2]. Selain itu, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia juga berkontribusi terhadap pendapatan premi industri asuransi umum, yang hingga triwulan keempat tahun 

2022 mencapai Rp 90,1 triliun, bertumbuh 15,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.  

Berdasarkan sumber yang ada, jumlah perusahaan asuransi di indonesia pada tahun 2022 asuransi jiwa sebanyak 60 

perusahaan. Asuransi kerugian sebanyak 77 perusahaan, reasuransi sebanyak 7 perusahaan, asuransi umum sebanyak 76 

perusahaan[7]. Jumlah total perusahaan asuransi secara umum mencapai 151 perusahaan pada 2022. Selain itu, terdapat 152 

perusahaan asuransi di indonesia pada 2022, yang mengalami peningkatan 2,01% dibandingkan tahun sebelumnya[8].Oleh 

karena itu, berdasarkan data otoritas jasa keuangan (ojk) yang diolah badan pusat statistik (BPS) menunjukkan, jumlah total 

perusahaan asuransi di indonesia pada tahun 2022 adalah  sekitar 151 hingga 152 perusahaan.Sehingga total aset perusahaan 

asuransi jiwa konvensional memiliki total aset  senilai Rp585,94 triliun per Mei 2023. Aset perusahaan asuransi komersial 

tumbuh 8,40%. Aset perusahaan asuransi syariah mencapai Rp45,34 triliun. Dalam keseluruhan, industri asuransi umum, yang 

mencakup asuransi jiwa dan asuransi umum, merupakan industri dengan besar aset terbesar kedua setelah industri jiwa. Aset 
asuransi umum bertumbuh sebesar 8% secara CAGR menjadi Rp.197 triliun pada akhir 2022[9]. 

 Kondisi perusahaan asuransi saat ini memiliki berbagai macam problematika, terdapat beberapa perusahaan asuransi yang 

belum menerapkan PSAK 71 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia[2]. PSAK 71 sendiri merupakan standar 

akuntansi yang mengatur tentang instrumen keuangan[10]. Beberapa perusahaan asuransi mungkin masih dalam proses 

implementasi atau penyesuaian terhadap PSAK 71, seperti PT Asuransi Allianz Life Indonesia: Perusahaan ini belum 

menerapkan PSAK 71 seperti perusahaan lainnya PT Bank Central Asia Tbk: Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan 

perusahaan asuransi, entitas anak yang bergerak di bidang asuransi belum menerapkan PSAK 71 pada tahun 2020[11].  

Kasus yang terjadi juga dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya,pererusahaan tersebut ambruk disebabkan masalah 

penempatan uang investasi. Berdasarkan evaluasi atas prediksi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2016 - 

2019, bahwa perusahaan menghadapi tantangan serius dalam mengelola keuangan yang berujung pada risiko kebangkrutan. 

Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kewajiban kepada nasabah yang tinggi dan nilai aset perusahaan 

yang tidak proporsional dan berada pada zona distress yang penyebabnya adalah besarnya hutang perusahaan dan juga 
kurangnya modal kerja[12]. Solusi yang harus diambil adalah dengan menjual seluruh kekayaan perusahaan untuk menutupi 

utang-utangnya, namun setelah Perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pengelolaan dana nasabah oleh 

Jiwasraya untuk investasi di saham berisiko tinggi merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Manipulasi laporan 

keuangan untuk menarik investor adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku ,para pengurus dan direksi bertanggung jawab atas kegagalan bayar yang mengakibatkan kerugian bagi banyak 

pihak, termasuk negara.  

Dari adanya fenomena semacam itu, patut dipertanyakan terkait standar instrumen keuangan oleh perusahaan asuransi. 

Sejauh ini mengenai secara internasional,  standar  IFRS  9 tentang instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam IAS 

39, diterbitkan oleh International Accounting Standards Committee[13]. Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) 

merilis versi lengkap IFRS 9 pada Juli 2014, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2018. IFRS 9 telah maju sejak saat itu [14]. 

Melalui PSAK 50: Instrumen Keuangan (Penyajian dan Pengungkapan) dan PSAK 55: Instrumen Keuangan (Pengakuan dan 
Pengukuran), Indonesia mulai menerapkan IAS 39 pada tahun 2006. [Setelah sejumlah modifikasi dan penyempurnaan, PSAK 

50 dan PSAK 55 diluncurkan pada 26 Juli 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) 

menyetujui PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, yang merupakan adopsi dari IFRS 9[15].  

 Dalam PSAK 71 mengusulkan tanggal efektif penerapan pada 1 Januari 2020, memberikan entitas waktu transisi selama 

dua tahun untuk mempersiapkan diri[16]. Hal ini dipertimbangkan karena persiapan penerapan telah dilakukan sejak tahun 

2017 melalui berbagai sosialisasi, edukasi, dan pembentukanKkelompok kerja yang melibatkan regulator dan industri 

perbankan sebagai pihak yang terdampak secara signifikan[10].Selanjutnya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan 

Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mempertimbangkan kembali seluruh masukan dan komentar dari pemangku kepentingan 

terkait berbagai permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan instrumen keuangan, termasuk kesiapan tanggal efektif 

penerapannya[3].  

Perubahan utama terhadap PSAK 55 yang berlaku sebelumnya adalah bahwa kewajiban cadangan sekarang ditentukan 

dengan menggunakan teknik kerugian timbul yang tampak mundur, yang berlaku ketika suatu peristiwa terjadi atau informasi 
obyektif menunjukkan bahwa debitur menghadapi risiko gagal bayar. Seperti tidak melakukan pembayaran angsuran kredit 

tepat waktu. Hasilnya, data historis menjadi landasan terciptanya CKPN sesuai PSAK 55.[13] Sedangkan pada PSAK 71 

terletak pada perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) khususnya dalam konteks perhitungan kerugian kredit. 
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PSAK 71 mengubah pendekatan perhitungan CKPN dengan tidak lagi menunggu hingga ada bukti objektif, tetapi sebaliknya, 

perhitungan ini harus terus diperbarui dan diakui sejak awal pengakuanKhinggaJjatuhTtempo, meskipunTtidak adaAindikasi 

konkret penurunan, seperti peningkatan risiko gagal bayar oleh debitur.[6] Hal ini berarti bahwa perusahaan di sektor keuangan 

diwajibkan untuk menyediakan CKPN untuk semua kategori kredit, termasuk yang memiliki status lancar,(performing),ragu-

ragu(underperforming), sampai dengan macet (non- performing). [14] 

 Menurut penelitian [13] membahas mengenai penerapanPPSAK 71DdapatBberjalan dengankbaik,tepat waktu, dan 

mempertimbangkan komitmen penuh dari regulator dan industri terdampak, dalam rangka memperpanjang tanggal 

pelaksanaan PSAK 71 selama 1 (satu) tahun, hingga 1 Januari 2020, DSAK IAI mengambil keputusan untuk memberikan 
konsesi. Namun, entitas masih diizinkan untuk mengadopsi PSAK 71 lebih awal. Kinerja asuransi dapat dipengaruhi oleh 

fluktuasi nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih signifikan[15].Manajemen mungkin subjektif dalam 

perhitungan CKPN sebagai akibat dari masalah keagenan akibat perubahan Standar Akuntansi Keuangan[17].  

Sementara menurut [18] penelitian membahas PSAK 71 secara signifikan mengenai perubahan persyaratan terkait 

perhitungan CKPN, ketika menggunakan strategi kerugian kredit yang diharapkan dalam instrumen keuangan seperti 

pinjaman, kredit, dan piutang, asuransi diharuskan membayar cadangan sejak awal periode kredit tanpa menunggu bukti 

obyektif [17]. Hal ini memungkinkan CKPN memiliki nilai yang lebih tinggi karena perusahaan asuransi dapat menggunakan 

salah satu kegunaannya, yaitu untuk menyediakan rekening pinjaman atau kredit.Oleh karena itu, pemeriksaan atas modifikasi 

Standar Akuntansi Keuangan yang berkaitan dengan CKPN harus dikaji lebih detail dengan menelaah bagaimana penerapan 

PSAK 71[19].   

Selain itu, rekening kredit/kredit CKPN yang ditawarkan asuransi sangat dipengaruhi oleh penggunaan PSAK 71[9].Untuk 
meminimalkan potensi kerugian atas administrasi dana ini, proses bisnis perusahaan asuransi yang terkait erat dengan aset 

dalam bentuk kredit membutuhkan perusahaan untuk membangun penyisihan berdasarkan penilaian kualitasnya[11]. 

Menggunakan metode pendekatan kerugian kredit yang diharapkan, yang PSAK71 berlaku untuk perhitungan CKPN, 

memaksa bisnis untuk menyisihkan dana selama durasi kredit sejak saat pengakuan pertama[20]. 

Beberapa penelitian terkait dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) telah dilakukan sebelumnya.  mengulas 

kebijakan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran investasi obligasi oleh enam perusahaan asuransi, menemukan bahwa 

kebijakan tersebut sesuai dengan PSAK 71[21]. Membahas kesiapan perusahaan asuransi dalam mengimplementasikan PSAK 

71 pada pencadangan piutang. Menganalisis penyisihan kerugian penurunan nilai yang dilakukan perusahaan sebelum PSAK 

71 efektif berlaku[13].Sehingga penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi penerapan PSAK 71 pada 

pencadangan piutang perusahaan asuransi yang terdaftar OJK di Indonesia, dan perbedaan yang dihadapi oleh perusahaan 

asuransi dalam mengadopsi PSAK 71 serta kualitas laba yang dihasilkan setelah menerapkan PSAK 71.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Corporate Key Performance Indicator (CKPN) implementasi PSAK 71 
terhadap performa keuangan entitas asuransi di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi hasil penerapan PSAK 

71 terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia, dengan perbandingan antara periode sebelum dan sesudah 

implementasi PSAK 71. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kinerja perusahaan asuransi pada 

periode yang sama sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.  

Perusahaan asuransi dapat berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal itu sesuai dengan SDGs 

no.16 yang memiliki tujuan untuk memastikan praktik pemerintahan yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Maksud dari 

"akuntabel" dapat diartikan sebagai praktik atau proses menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan secara transparan 

jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks SDGs 16, akuntansi transparan 

di bidang keuangan dapat membantu membangun lembaga yang kuat dan mendukung upaya untuk mencapai perdamaian dan 

keadilan. Membangun dan memperkuat institusi yang efektif di tingkat nasional dan internasional untuk mencegah kekerasan, 

melawan korupsi, dan membangun tatanan pemerintahan yang responsif dan terbuka, meningkatkan keadilan di dalam 
masyarakat dan membangun institusi yang efektif, inklusif, dan bertanggung jawab di semua tingkat[22].  

 

 Pengembangan Hipotesis  

Perbedaan sebelum dan sesudah antara penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi 

Umum di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan peningkatan ketahanan keuangan perusahaan. 

 Penerapan PSAK 71 mengakibatkan perusahaan asuransi harus mencadangkan CKPN lebih besar atas kredit yang bermasalah 

dari sebelumnya[23].Dalam penelitianIini, teoriSsinyal dijadikan dasar untuk menganalisis perbedaan Capital Adequacy Ratio 

(CKPN) sebelum dan Setelah penerapan PSAK771. Menurut teori dari [22] berpendapat bahwa sinyal adalah informasi yang 

berguna dan berharga yang dapat dikomunikasikan perusahaan kepada pihak eksternal, khususnya manajemen. Teori ini terkait 

erat dengan nilai perusahaan, karena kemampuan perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif tentang nilainya dapat 

menyebabkan ketidakcocokan antara nilai aktual perusahaan dan nilai yang dirasakan, baik melebihi atau tidak memenuhi apa 

yang seharusnya.. Dalam sistem pembentukan CKPN pada PSAK 55 dan PSAK 71 terdapat perbedaan dalam PSAK 55, CKPN 
dihitung dengan menggunakan metode incurred loss Jika ada bukti obyektif dari nilai debitur yang menurun, seperti 

keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman, maka terciptalah CKPN. Bukti kemudian dihitung oleh perusahaan sebagai 

dasar evaluasi apakah termasuk dalam kerugian penurunan yang perlu diakui ,Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan 

bahwa meskipun PSAK 71, CKPN dihitung menggunakan pendekatan forward-looking expected loss, metode expected loss 

mengharuskan bisnis memperkirakan risiko instrumen keuangan sejak pengenalan awal[24].  

Penerapan PSAK 71, yang menggantikan PSAK 55 dan mengubah metode perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan 

pengukuran instrumen keuangan, menyebabkan peningkatan CKPN pada perusahaan asuransi[25].PSAK 71 tentang instrumen 

keuangan menjadi salah satu point perubahan yang paling besar bagi korporasi khususnya lembaga keuangan[26]. Dalam 



4 | Page 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, 

distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is 

cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms. 

implementasi 

PSAK 71 

Asuransi umum yang terdaftar 

di OJK Tahun 2017-2022 

standar akuntansi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Standar yang lebih ketat atau 

perubahan dalam kriteria pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dapat memaksa perusahaan untuk memberikan 

informasi yang lebih rinci dan jelas kepada pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Menurut penelitian [18] mengamati 

perbedaan yang mencolok dalam jumlah CKPN sebelum dan sesudah PSAK 71 diberlakukan. KarenaSsebagian besar objek 

yangDditeliti telah meningkatkan rata-rata CKPN, program ini menampilkan data yang menunjukkan peningkatan yang 

signifikan.Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:  

H1: Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah antara penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan 

asuransi umum di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan peningkatan ketahanan keuangan perusahaan implementasi PSAK 

71  

Perbedaan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71 
 Setiap perusahaan berupaya untukMmencapai keuntungan sebanyak mungkin, karena hal tersebut akan memiliki dampak 
signifikan pada kelangsungan operasional perusahaan. Menurut konsep stewardship, manajemen bertanggung jawab untuk 

bertindak demi kepentingan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan[27]. Dalam konteks perusahaan asuransi , 

pencapaian tujuan tersebut sangat terkait dengan optimalisasi perencanaan penyediaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

secara efisien dan efektif[24]. Manajer harus terus berusaha menggunakan kewenangannya untuk membuat keputusan 

diskresioner dalam menentukan informasi yangAakan disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan dampak 

penerapan PSAK 71 terkait dengan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)[18].  

Adanya perubahan metode pembentukan CKPN, khususnya peralihan dari incurred  loss sesuai PSAK 71 menjadi expected 

credit loss sesuai PSAK 71,memberikan motivasi yang lebih besar bagi manajer untuk melakukan manajemen 

laba[28].Perubahan metode ini memberikan tanggung jawab lebih kepada manajer dalam menilai dan menentukan estimasi 

nilai CKPN. Perubahan ini sejalan dengan adopsi PSAK 71 sebagaiP pedoman untuk mengukur instrumen keuangan, yang 

pada akhirnya menyebabkan perusahaan harus menyiapkan CKPN dengan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya.[24] 
Berdasarkan penelitian sebelumnya [14] hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada Capital Kaizen Profitability 

(CKPN) setelah diterapkannya pada Implementasi PSAK 71 ini menghasilkan perubahan yang meningkatkan laba yang 

diperoleh, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laba perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan telah melakukan 

antisipasi terhadap penerapan PSAK 71.  

Pentingnya pemantauan terhadap perubahan tersebut adalah untuk mencegah tergerusnyaLlaba dan mempengaruhi cara 

perusahaan mengakui serta melaporkan kerugian penurunan nilai aset. Keberhasilan dalam mengantisipasi dampak dari PSAK 

71 diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis 

bahwa implementasi PSAK 71 memiliki dampak positif terhadap CKPN dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas laba 

perusahaan.  

H2 : Terdapat perbedaan Laba sebelum dan setelahAadanya Implementasi PSAK 71 

 

Kerangka Konseptual 
Model penelitian dapat dibuat dengan cara yang disebutkan di bawah ini, berdasarkan bagaimana hipotesis dirumuskan.:[27] 
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II. Metode 
Jenis dan Objek penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek pada penelitian ini berfokus pada perusahaan Asuransi 
umum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017-2022.[29]  

Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatifPsebagai dasar untuk menganalisis penggunaan 

metode perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Hasil dari implementasi sebelum dan setelah penerapan 

PSAK 71 pada perusahaan sub sektor asuransi umum yang terdaftar di OJK. Sedangkan, Sumber data yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data dari laporan  keuangan perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar 

di Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun 2017-2022 yaitu www.ojk.go.id.[30].  Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan istilah yang digunakan dalam berbagai konteks untuk merujuk kepada jumlah keseluruhan individu 

atau elemen yang termasuk dalam suatu kelompok atau kategori tertentu[31].Populasi pada penelitian ini berfokus pada 

perusahaan asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2017 hingga pada tahun 2022. Total 

populasi pada penelitian ini sebanyak 76 perusahaan. Selanjutnya,untuk teknik pengambilan sampel yaitu mengacu pada 

sekelompok elemen yang diambil dari populasi yang lebih besar. [32] Sampel digunakan untuk membuat inferensi atau 
prediksi tentang populasi secara keseluruhan pada penelitian ini menggunakan cara teknik purposive sampling, dengan 

mempertimbangkan ukuran perusahaan dan jenis asuransi yang dijalankan. 

Tabel 1 

Kriteria perusahaan dalam pengambilan sampel dalam penelitian 

 

N

o 

Kriteria Perusahaan Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan asuransi yang konsisten terdaftar pada Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) selama periode 2017-2022. 

76 

2 Perusahaan keuangan sub sektor- asuransi yang menerapkan PSAK 
71 secara efektif pada tahun 2020-2022 

20 

Jumlah perusahaan yang dipilih menjadi sebagai sampel pada penelitian 20 

Jumlah sampel yang dipilih 20 x 6 120 

Sumber: data diolah oleh penelitian 

Indikator Variabel Penelitian 

Indikator variabel penelitian adalah petunjuk atau tanda yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu konsep 

atau variabel dalam konteks penelitian. Dalam penelitian, variabel dapat dibagi menjadi dua jenis: variabel independen (yang 

menjadi faktor penyebab atau pemicu) dan variabel dependen (yang dipengaruhi atau diukur sebagai hasil).[33] Penelitian 

ini membandingkan variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Laba tahun berjalan 2017–2019, yang 
terjadi sebelum penerapan PSAK 71, dan 2020–2022, yang terjadi setelah penerapan PSAK 71. Tujuannya adalah untuk 

menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam CKPN dan Laba antara kedua periode tersebut. 

Tabel 2 

Rumus Indikator Variabel Penelitian 
 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai (CKPN) 

Pentingnya pembentukan cadangan 

menjadi krusial setelah terjadinya 

peristiwa yang merugikan yang diakui 

secara awal terkait dengan aset. 
Peristiwa tersebut berpotensi 
mempengaruhi perkiraan arus kas di 
masa mendatang.[27] 

CKPN 
sebelum dan 
CKPN 

setelah 

Implementasi 

PSAK 71 

Nominal 

Laba Laba mencerminkan
 kemampuan perusahaan 
untuk menghasilkan laba yang 
 sejalan dengan kinerja 
operasional sebenarnya,
 sambil menghindari 
manipulasi penyajian dalam 
pelaporan keuangan.[27] 

Laba bersih 
sebelum dan 
Laba bersih 
setelah 
Implementasi 
PSAK 71 

Nominal 

Metode Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, peneliti memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 22 untuk mengorganisir dan 

membuat tabulasi data yang diperlukan. Metode analisis data yang diterapkan melibatkan uji statistik deskriptif, uji 

normalitas (One Sample Kolmogorov Smirnov), dan uji hipotesis (Paired Sample t- test). [27] Dalam kondisi data yang tidak 

mengikuti distribusi normal menurut hasil uji normalitas (One Sample Kolmogorov Smirnov), peneliti memutuskan untuk 
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menggunakan Uji Wilcoxon sebagai alternatif untuk uji hipotesis. Pendekatan ini diterapkan sesuai dengan syarat bahwa data 

harus mengikuti distribusi normal untuk menggunakan Paired Sample t-test: 

Uji Statistik deskriptif 

Statistik Deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi data dengan cara memberikan 

gambaran atau penjelasan tentang karakteristiknya.[27] Suatu analisis data dapat melibatkan nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan rentang data.[34] Penggunaan analisis ini bertujuan untuk menyajikan 

pemahaman yang komprehensif terhadap data yang telah terkumpul dan mengidentifikasi pola-pola yang dapat 

diperhatikan dari data tersebut. 

Uji  Normalitas Data 

Uji normalitas adalah metode yang digunakan untuk menilai apakah  sampel data atau distribusi data mengikuti 

pola distribusi normal atau tidak.[35] Hal ini penting karena banyak metode statistik bergantung pada asumsi distribusi 

normal.[34] Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis statistik 

memenuhi asumsi normalitas. 

Jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tersebut normal, maka uji t yang digunakan dapat memiliki tingkat 

kepercayaan yang lebih Tinggi. Uji normalitas membandingkan sejumlah nilai dengan mean dan standar deviasi yang 

sama untuk mengevaluasi kenormalan distribusi data.[34] 
Pedoman untuk mengambil keputusan berdasarkan uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai signifikans lebih besar dari 0,05, maka dapat dianggap bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

b) Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. 

Jika hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal; 

sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, data dianggap tidak berdistribusi normal. 

Uji T Berpasangan (Paired Sample T-Test) 

Dalam penelitian ini, variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan laba dalam laporan keuangan usaha 

perusahaan dibandingkan sebelum dan sesudah PSAK 71 diberlakukan. Uji T sampel berpasangan atau uji perbedaan adalah 

metodologi yang digunakan. Tujuan dari uji statistik khusus ini adalah untuk membandingkan rata-rata.[34] Ketika ada dua 
kelompok data numerik dan kategoris yang berdistribusi normal, Uji T Sampel Berpasangan digunakan. 

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol (Ho) pada uji paired Sample T test dilakukan berdasarkan hasil 

analisis. Jika terdapat perbedaan signifikan antara nilai rata-rata sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71, maka Ho 
ditolak, menunjukkan adanya dampak yang signifikan akibat perubahan tersebut. Sebaliknya, jika tidak terdapat perbedaan 

signifikan, Ho diterima, menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan pada variabel 

yang diteliti. 

a. Jika nilai hasil signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Jika nilai hasil signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan variabel dependen berupa CKPN dan Laba. Analisis deskriptif 
yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan yang secara terpisah untuk masa sebelum penerapan PSAK 71 

(tahun 2017-2019) dan masa sesudah penerapan PSAK 71 (tahun 2020-2022). Data statistik yang diperoleh berupa nilai rata-

rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi CKPN dan Laba untuk setiap periode. Adapun hasil statistik 

deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 

Hasil Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif CKPN Sebelum CKPN Sesudah Laba Sebelum Laba Sesudah 

Minimal 41,744,661 91,411,584 -172,575,486,513 -393,121,000,000 

Maksimal 491,858,000,000 861,466,000,000 2,295,789,000,000 95,786,000,000,000 

Mean 44,589,626,216 60,175,595,629 268,655,537,295 3,037,125,242,515 

Standar Deviasi 90,100,162,806 130,937,888,804 590,709,936,628 15,223,979,496,237 

 

.Nilai CKPN merupakan bentuk pencadangan biaya yang dibentuk oleh perusahaan asuransi untuk menentukan risiko 

kerugian yang mungkin terjadi. CPKN melekat pada kegiatan usaha asuransi terutama penyertaan pada aset keuangan yang 

dalam penelitian ini menggunakan CKPN yang melekat pada akun Pinjaman/Kredit yang Diberikan.[1] Semakin tinggi nilai 

CKPN yang dimiliki oleh perusahaan asuransi akan membentuk persepsi adanya kualitas kredit milik asuransi yang cenderung 

kurang baik. [27]Apabila dilihat dari sudut pandang lain, pencadangan penurunan nilai yang tinggi juga dapat menggambarkan 

bahwa asuransi tersebut memiliki kemampuan untuk menanggulangi risiko kreditnya dengan baik. [28] 

Hasil statistik deskriptif atas nilai CKPN sebelum penerapan PSAK 71 menunjukkan nilai minimum sebesar 41,744,661 

juta rupiah serta nilai maksimum sebesar 491,858,000,000 miliar rupiah. Selain itu variabel CKPN sebelum penerapan PSAK 
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71 juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 44,589,626,216 miliar rupiah, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 

90,100,162,806 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (mean) menunjukan bahwa variabel 

bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data. 

Variabel CKPN sesudah penerapan PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar 91,411,584 juta rupiah dan nilai maksimum 

sebesar 861,466,000,000 miliar rupiah. Selain itu, variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 60,175,595,629 

miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 130,937,888,804 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar 

daripada nilai rata-rata (mean) menunjukan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan 

representasi buruk dari keseluruhan data. 
Variabel laba sebelum penerapan PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar -172,575,486,513 miliar rupiah dan nilai 

maksimum sebesar 2,295,789,000,000 triliun rupiah. Variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 268,655,537,295 

miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 590,709,936,628 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar 

daripada nilai rata-rata (mean) menunjukan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan 

representasi buruk dari keseluruhan data. 

Variabel laba sesudah PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar -393,121,000,000 miliar rupiah dan nilai maksimum 

sebesar 95,786,000,000,000 triliun rupiah. Variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 3,037,125,242,515 miliar 

rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 15,223,979,496,237 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar 

daripada nilai rata-rata (mean) menunjukan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai nilai rata-rata (mean) merupakan 

representasi buruk dari keseluruhan data. 

Selanjutnya, Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian ini terdistribusi secara normal. Uji 
normalitas dilakukan dengan membandingkan distribusi empirik data dengan distribusi normal yang diharapkan 

 

B. Uji Normalitas Data 

Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini: 

Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

CKPN Sebelum .312 60 .000 .545 60 .000 

CKPN Sesudah .325 60 .000 .458 60 .000 

Laba Sebelum .394 60 .000 .520 60 .000 

Laba Sesudah .483 60 .000 .197 60 .000 

 
 

Hasil uji normalitas menyatakan bahwa nilai p<0,05, sehingga data penelitian tidak berdistribusi normal. Hal ini 

dimungkinkan terjadi karena persebaran nilai CKPN dan Laba tidak merata. Oleh karena itu, uji beda menggunakan pendekatan 

analisis statistik non parametrik dengan menerapkan Wilcoxon Signed Rank Test. Uji hipotesis yang digunakan ialah Wilcoxon 

Signed Rank Test yang diolah dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Viewer. [22]Wilcoxon signed rank test adalah sebuah 

uji non parametrik yang diterapkan untuk melakukan analisis terhadap data yang berpasangan dan bertujuan untuk mengukur 

signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data yang tidak terdistribusi secara normal. [32]Uji Wilcoxon merupakan sebuah 

alternatif cara dari uji pairing t test apabila data tidak memenuhi terdistribusi secara normal. Nilai Z hitung lebih dari Z tabel 

maka hipotesis diterima begitu pula sebaliknya,nilai asymp. sig. yang kurang dari 0,05 maka hipotesis berarti diterima dan 

begitu pula sebaliknya.[33] Berikut ini adalah hasil uji beda dengan metode Wilcoxon terhadap nilai CKPN dan Laba sampel 

sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. 

C. Uji Wilcoxon Sign Test 
Guna menguji perbedaan CKPN dan Laba sebelum dan sesudah mengimplementasikan PSAK 71, penelitian ini akan 

menggunakan Uji Beda Wilcoxon sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan pada CKPN asuransi setelah 
mengimplementasikan PSAK 71 Berikut merupakan output dari Uji Beda Wilcoxon: 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Wilcoxon Sign Test 

Test Statisticsa 
 CKPN Sesudah - CKPN Sebelum Laba Sesudah - Laba Sebelum 

Z -4.780 -6.979 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

Dari uji Wilcoxon juga telah dihasilkan nilai Z-4.780 dan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0.Hipotesis diterima pada 
Uji Wilcoxon pada saat Asym. Nilai sig (2-tailed) kurang dari 0.05 dan ditolak bila nilainya lebih dari 0,05. Hasil uji Wilcoxon 
menunjukkan bahwa variabel CKPN sebesar 0,0000 (0,00 0,05), menurut hasil tersebut. Temuan menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. 

Selanjutnya, uji beda juga dilakukan atas variabel Laba sebelum dan sesudah mengimplementasikan PSAK 71 pada 
perusahaan asuransi. Uji beda ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan antara persentase besaran Laba dibandingkan 
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dengan total aset yang dimiliki sebelum penerapan PSAK 71 (tahun 2017-2019) dan setelah penerapan PSAK 71 (tahun 2020-
2022). Bedasarkan tabel diatas adalah hasil uji beda dengan metode Wilcoxon terhadap variabel Laba juga telah dihasilkan 
nilai Z-6.979 dan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0.Hipotesis diterima pada Uji Wilcoxon pada saat Asym. Selain itu, nilai 
asymp. sig, yang tidak lebih dari 0,05, juga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Oleh karena itu, terdapat perbedaan 
antara kualitas laba periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71, hasil perhitungan wilcoxon sign test diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,000< 0,05. Artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara laba sebelum dan sesudah 
penerapan PSAK 71. 

 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

A. Perbedaan sebelum dan sesudah antara penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi 

Umum di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan peningkatan ketahanan keuangan perusahaan 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan penerapan PSAK 71 dalam 

pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi sebagai upaya peningkatan ketahanan, H1 diterima. Mengacu pada hasil 

statistik deskriptif, penerapan PSAK 71 membuat perusahaan asuransi harus mencadangkan CKPN lebih besar atas kredit 

yang bermasalah dari sebelumnya. Pada PSAK 71, penyisihan penurunan nilai aset keuangan dibentuk pada awal periode 

kridet dan bisa berlang untuk semua jenis kredit serta pinjaman, baik yang bersifat lancar, mencurigakan maupun sifanya 

non-performing. Berbeda dengan PSAK71 dimana kewajiban pencadangan dapat dibentuk setelah terjadinya peristiwa 

yang memiliki resiko gagal bayar. 
Hasil penelitian serupa menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 berdampak pada aktivitas perusahaan yang harus 

mencadangkan CKPN lebih besar.[21) Hal ini sejalan dengan tujuan dari diterapkannya PSAK 71 atas CKPN dimana dapat 

memastikan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan mampu 

menghadapi kondisi apabila terjadi gagal bayar dan bisa memberikan cadangan kredit apabila terjadi krisis yang tidak 

terduga sebelumnya. PSAK 71 tentang instrumen keuangan menjadi salah satu point perubahan yang paling besar bagi 

korporasi khususnya lembaga keuangan.[25] Menurut penelitian [6] mengamati perbedaan yang mencolok dalam jumlah 

CKPN sebelum dan sesudah PSAK 71 diberlakukan. Karena sebagian besar objek yang diteliti telah meningkatkan rata-

rata CKPN, program ini menampilkan data yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

 

B. Perbedaan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laba perusahaan Asuransi di Indonesia memiliki perbedaan yang 

signifikan setelah menerapkan PSAL 71, H2 diterima. Artinya penerapan PSAK 71 mampu memberikan kontribusi yang berarti 

pada pertumbuhan laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan asuransi aset paling besar yang dimiliki berupa 

kredit atau pinjaman. Penerapan PSAK memberikan membuat perusahaan harus meningkatkan cadangan atas kerugian 
penurunan nilai yang dimilikinya, sehingga dapat menekan laba/rugi bersih perusahaan. PSK 71 dibentuk sebagai upaya dalam 

mewujukkan lebih baiknya instrumen keuangan serta memberikan manfaat terhadap industri-industri keuangan. 

Menurut konsep stewardship, manajemen bertanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan organisasi guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[26] Dalam konteks perusahaan asuransi, pencapaian tujuan tersebut sangat terkait 

dengan optimalisasi perencanaan penyediaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai secara efisien dan efektif.[23] Berdasarkan 

penelitian sebelumnya [12] hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada Capital Kaizen Profitability (CKPN) setelah 

diterapkannya pada Implementasi PSAK 71 ini menghasilkan perubahan yang meningkatkan laba yang diperoleh, yang pada 

gilirannya meningkatkan kualitas laba perusahaan. 

Pada sektor keuangan penerapan PSAK 71 membuat lebih aman jika dihadapkan pada masa krisis-krisis dimasa depan 

karena pencadangannya lebih besar. Pada penyaluran jaminan asuransi, perusahaan dapat lebih hati-hati dikarenakan apabila 

kredit yang diberikan semakin besar, maka CKPN yang dianggarkan pun semakin besar sehingga dapat menyebabkan 

adanya konsekuensi penurunan laba perusahaan.[14]Apabila di masa depan terjadi laba yang menurun setelah diterapkannya 
PSAK 71, penurunan laba tersebut bukan disebabkan oleh kinerja asuransi yang buruk namun karena diterapkannya standar 

yang baru dan perlu melihat hal tersebut sebagai peluang dalam berinvestasi. [11]Pada perusahaan asuransi penerapan PSAK 

71 diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak eksternal perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk 

menyampaikan bahwa telah menerapkan PSAK 71 sebagai regulasi atau dasar wajib serta bagaimana dampaknya terhadap 

kinerja keuangan pada laporan keuangan perusahaan. Penerapan PSAK 71 mewajibkan perusahaan untuk membentuk CKPN 

setelah kredit diberikan kepada dibiturnya, baik untuk golongan lancar, garu-ragu maupun macet. Sehingga CKPN yang 

dibentuk perusahaan akan mengalami peninigkatan dan akan berdampak pada pencapaian kinerja keuangan.[27] 

IV. SIMPULAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai pada akun CKPN pinjaman/kredit yang diberikan dan Kualitas 

Laba antara periode sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 perusahaan asuransi dan telah terdaftar di OJK. Perbedaan nilai 

CKPN dan Kualitas Laba terjadi karena adanya perubahan metode pengakuan CKPN antara sebelum dan setelah berlakunya 

PSAK 71 di Indonesia yang efektif berlaku per tanggal 1 Januari 2020. Melalui uji beda dengan metode Wilcoxon Signed 

Rank Test juga didapatkan kesimpulan bahwa terjadi perubahan nilai CKPN dan Kualitas Laba setelah penerapan PSAK 71 

yang menunjukkan perbedaan signifikan. Penundaan berlakunya penerapan PSAK 71 selama satu tahun menyebabkan asuransi 

dapat lebih mempersiapkan peralihan kriteria pencadangan kerugian yangsemula diperhitungkan setelah terjadi incurred loss, 

menjadi diperhitungkan di awal (expected loss) dengan mempertimbangkan keadaan masa depan (forward- looking). Dengan 

berlakunya PSAK 71. perusahaan asuransi lebih leluasa untuk menentukan. sendiri indikator klasifikasi tingkat risiko kredit 

yang menjadi penentu besaran nilai akun. CKPN yang dapat ditanggung oleh asuransi . 
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Hasil uji menunjukkan sebagian besar asuransi menaikkan jumlah CKPN untuk Pinjaman/Kredit yang Diberikan, 

menandakan bank meyakini perlunya pengakuan terhadap risiko kredit di awal dengan mempertimbangkan berbagai skenario 

dengan variabel-variabel tertentu. PSAK 71 sebagai bentuk manajemen risiko asuransi yang berguna untuk meminimalisir 

kejadian tak terduga yang tidak diinginkan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Munculnya kejadian luar biasa berupa 

pandemi Covid-19 yang tidak terprediksi sebelumnya dan masih akan terus berlanjut untuk beberapa tahun ke depan dapat 

menjadi salah satu faktor kenaikan jumlah CKPN yang dicadangkan oleh perusahaan asuransi. Hal ini tentunya juga 

mendukung relevansi implementasi PSAK 71 di Indonesia. 
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